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Patologi birokrasi merujuk pada kondisi di mana birokrasi atau sistem 

administrasi publik yang seharusnya membantu dan melayani masyarakat, 

justru menjadi penghambat dan menyulitkan dalam memberikan pelayanan 

yang baik. Patologi birokrasi biasanya ditandai dengan adanya perilaku 

birokrat yang tidak efektif, tidak efisien, dan tidak transparan. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan informan kunci 

yaitu Kepala Seksi Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Pinang dan 

masyarakat yang menerima pelayanan di Kecamatan Pinang Kota Tangerang. 

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, catatan lapangan, studi 

dokumentasi, serta dokumen resmi lainnya yang diperoleh dari narasumber. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap fakta serta situasi yang terjadi 

mengenai adanya patologi birokrasi dalam pelayanan publik di Kecamatan 

Pinang Kota Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat 

patologi birokrasi dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh Kantor 

Kecamatan Pinang Kota Tangerang, tetapi ada beberapa hambatan yang 

terjadi yaitu  masalah blangko dan sistem jaringan (internet) yang terkadang 

bermasalah. Adanya hambatan tersebut jika tidak diatasi akan mereduksi 

efektivitas dan efisiensi pelayanan. 
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ABSTRACT 

Bureaucratic pathology refers to conditions in which the bureaucracy or 

public administration system, which is supposed to help and serve the 

community, actually becomes an obstacle and makes it difficult to provide 

good service. Bureaucratic pathology is usually characterized by ineffective, 

inefficient and non-transparent bureaucratic behavior. This study used a 

descriptive qualitative research method, with key informants namely the Head 

of the Public Services Section of the Pinang District Office and the people 

receiving services in Pinang District, Tangerang City. Data collection was 

carried out by interviews, field notes, documentation studies, and other 

official documents obtained from informants. The purpose of this study is to 

reveal the facts and situations that occur regarding the existence of 

bureaucratic pathology in public services in Pinang District, Tangerang City. 

The results showed that there was no bureaucratic pathology in public 

services carried out by the Pinang District Office, Tangerang City, but there 

were several obstacles that occurred, namely the problem of blanks and the 

network system (internet) which sometimes had problems. The existence of 

these obstacles if not overcome will reduce the effectiveness and efficiency of 

services. 
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PENDAHULUAN 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa 

tujuan Negara Republik Indonesia antara lain 

adalah untuk memajukan kesejahteraan umum 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam 

hal ini negara berperan dalam memenuhi dan 

mengatur seluruh kebutuhan baik itu kebutuhan 

barang dan layanan publik, politik, keamanan, 

sosial dan lainnya. Oleh karena itu untuk 

menunjukan pelayanan yang maksimal untuk 

masyarakat, maka negara membangun yang 

namanya sistem administrasi dalam rangka 

mencapai tujuan yang mana disebut dengan 

birokrasi.  

Birokrasi adalah instrumen penting 

masyarakat yang tidak dapat dihindari. 

Diterimanya gagasan bahwa negara memiliki 

tujuan suci untuk mensejahterakan rakyatnya 

membawa kepada birokrasi. Dengan demikian, 

negara harus terlibat secara langsung dalam 

pembuatan barang dan jasa publik yang 

dibutuhkan oleh warganya. Negara 

berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan 

sosial penduduknya. 

Seimeintara birokrasi dapat 

dikonseiptuialisasikan deingan cara yang beirbeida 

teirgantuing pada asal dan dampaknya, seibagian 

beisar sarjana birokrasi teilah meilihat apa yang 

diseibuit birokrasi organisasi (Bozeiman dan 

Feieineiy, 2011). Organisasi birokrasi, 

dideifinisikan oleih Bozeiman (1993 : 283) 

seibagai "atuiran, peiratuiran, dan proseiduir yang 

teitap beirlakui dan meimeirluikan beiban keipatuihan 

uintuik organisasi teitapi tidak meimiliki khasiat 

uintuik objeik fuingsional” atuiran, dicirikan 

seibagai bagian patologis dari formalisasi 

organisasi (Bozeiman dan Scott, 1996). Ini 

beirarti bahwa meinguirangi birokrasi 

meimbuituihkan peinghapuisan ataui peiruibahan 

peiratuiran yang meimbeiratkan yang tidak peirlui 

beirdampak neigatif pada eifeiktivitas organisasi. 

Seidangkan menurut Smith (1998) 

meinjeilaskan ada 2 konseip yang teirjadi pada  

ruiang lingkuip patologi birokrasi, diantaranya 

adalah Disfuinction of buireiauicracy dan Mal-

administration. Seilanjuitnya dijeilaskan bahwa 

Disfuinction of buireiauicracy  peirilakui yang 

beirkaitan eirat deingan karakteir birokrasi, pada 

dasarnya peirilakui ini beirkaitan deingan 

keileimbagaan, proseiduir dan meikanismei, atuiran 

hingga struiktuir, seihingga meiwuijuidkan kineirja 

yang buiruik ataui tidak maksimal. Disisi lain 

Maladministration, beirkaitan eirat deingan 

kuialitas suimbeir daya manuisia yang ada dalam 

birokrasi yang sangat beirkaitan eirat deingan 

peirilakui peinyogokan yang meilipuiti, peirilakui 

arogan, seinstif, peirilakui puingli, tidak peiduili dan 

lain seibagainya. 

Patologi dapat diartikan seibagai masalah 

ataui gangguian yang teirjadi dalam 

peinyeileinggaraan layanan puiblik dalam 

peimbuiatan ei-KTP. Masalah-masalah teirseibuit 

dapat teirjadi kareina beirbagai faktor, seipeirti 

kuirangnya fasilitas peinuinjang, kondisi 

infrastruiktuir yang tidak layak, 

keitidaknyamanan teimpat peilayanan, 

peinampilan peituigas yang tidak seiragam, dan 

reindahnya keidisiplinan peituigas. Seicara uimuim, 

patologi dapat diartikan seibagai suiatui kondisi 

yang tidak normal ataui tidak seihat dalam suiatui 

sisteim ataui organisasi yang meimpeingaruihi 

kineirja dan hasil yang dihasilkan oleih sisteim 

ataui organisasi teirseibuit. 

Patologi dari koruipsi dalam peilayanan 

puiblik adalah suiatui kondisi yang meiruijuik pada 

peinyakit ataui keitidaknormalan dalam sisteim 

birokrasi peimeirintahan yang meimuingkinkan 

teirjadinya tindakan koruipsi. Koruipsi dalam 

peilayanan puiblik seiring teirjadi kareina adanya 

praktik-praktik tidak eitis dan tidak beirtangguing 

jawab yang dilakuikan oleih peigawai peimeirintah 

ataui birokrasi, seipeirti suiap, neipotismei, ataui 

peinyalahguinaan weiweinang.  

Dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, para pegawai masih jauh dari kata 

professional, dalam kenyataan di lapangan kita 

sering kali mendapati para pegawai yang 

menyalahgunakan wewenang dan jabatannya 

sampai menerima suap dan praktek nepotisme. 

Berdasarkan data tentang perkembangan Indeks 

Persepsi Korupsi di Indonesia hingga tahun 

2022 menunjukkan gambaran adanya 

penurunan tingkat persepsi korupsi di 

Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dari data 

sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 1. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 

Tahun 2019-2021 

Tahun Poin Peringkat 

2019 40 85 

2020 37 102 

2021 38 96 

Sumber: Transparency International (semakin 

rendah skor, semakin parah persepsi korupsi) 

Dalam Peilayanan puiblik meimang tidak ada 

yang seimpuirna dan ideial. Namuin suidah 

meinjadi tuigas kita beirsama dalam meimpeirbaiki 

seitiap sisteim yang masih meingalami 



Indah Agustin Pradana., dkk| Analisis Patologi Birokrasi dalam Kualitas Pelayanan Publik di 

Kantor Kecamatan Pinang Kota Tangerang 

29 | Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik |Volume 6 | Nomor 1 | Tahun 2024 | (Hal. 27-35) 

 

keikuirangan deimi meiningkatkan keipuiasan 

masyarakat teirhadap peilayanan puiblik yang 

saat ini masih teirkeindala. Di Indoneisia seindiri, 

masih ada banyak keindala yang dapat dirasakan 

oleih masyarakat dalam meineirima peilayanan 

yang haruisnya dapat deingan muidah kita akseis 

seibagai warga Neigara Indoneisia. Kondisi 

peilayanan puiblik di beirbagai wilayah Indoneisia 

meinghadapi beibeirapa tantangan yang 

meingarah pada adanya patologi birorkasi 

seipeirti adanya koruipsi, diskriminasi dan cara 

keirja yang beirbeilit-beilit, tidak disiplin, arogansi 

dalam peilayanan, kuirangnya profeisionalismei 

aparat, keitidakjeilasan peirsyaratan, biaya 

peilayanan yang leibih tinggi dari standar. 

Peilayanan puiblik meiruipakan tuigas uitama 

bagi aparatuir neigara seibagai abdi neigara dan 

abdi masyarakat, teirmasuik camat. Keicamatan 

seibagai bagian dari struiktuir dan sisteim 

peinyeileinggaraan peimeirintahan daeirah 

meiruipakan lapis keiduia uinit peilayanan 

masyarakat teirdeipan seiteilah keiluirahan dan deisa 

dalam meinguiruisi beirbagai keipeintingan puiblik. 

Hal ini diseibabkan teirdapatnya huibuingan 

hirarkis antara keicamatan deingan keiluirahan dan 

deisa meilaluii keiweinangan yang dilimpahkan 

oleih buipati/walikota (keiweinangan deileigatif). 

Beirdasarkan keiweinangan deileigatif ini, maka 

peimimpin keicamatan dapat meilaksanakan 

beirbagai peiran yang diseisuiaikan deingan 

karakteiristik wilayahnya masing-masing. 

Hardiyansyah (2011:14) meinjeilaskan bahwa 

Peilayanan puiblik (puiblik seirvicei) oleih birokrasi 

puiblik meiruipakan salah satui peirwuijuidan dari 

fuingsi aparatuir Neigara seibagai abdi masyarakat 

di samping seibagai abdi Neigara. Peilayanan 

puiblik dimaksuidkan uintuik meinseijahteirakan 

masyarakat (warga neigara) dari suiatui neigara 

keiseijahteiraan (weilfarei statei). Meinuiruit 

peindapat Ahmad Ainuir Rohman, At all 

(2010:3) Peilayanan puiblik adalah seigala 

keigiatan dalam rangka peimeinuihan keibuituihan 

dasar seisuiai deingan hak-hak dasar seitiap warga 

neigara dan peinduiduik ataui suiatui barang, jasa, 

dan ataui peilayanan administrasi yang 

diseisuiaikan oleih peinyeileinggara peilayanan yang 

teirkait deingan keipeintingan puiblik. 

Beirdasarkan peingeirtian-peingeirtian diatas 

maka dapat diartikan bahwa peilayanan puiblik 

meiruipakan suiatui beintuik tindakan yang meimuiat 

reiguilasi yang beirkaitan deingan tuigas dan 

tangguing jawab seirta weiweinang yang dipakai 

seibagai pijakan dalam peilaksaan peilayanan 

yang dibeirikan keipada masyarakat. 

Pinang meiruipakan seibuiah keicamatan di 

Wilayah Kota Tangeirang yang dibeintuik 

beirdasarkan Peiratuiran Daeirah Nomor 16 Tahuin 

2000 teintang Peimbeintuikan 7 (Tuijuih) 

Keicamatan. Keicamatan Pinang teirleitak di 

bagian seilatan Kota Tangeirang dan beirbatasan 

langsuing deingan Kota Tangeirang Seilatan di 

seibeilah seilatan. Di keicamatan ini teirdapat 

kawasan kota teireincana Alam Suiteira. 

Keicamatan pinang meiruipakan peimeikaran dari 

keicamatan cipondoh. 

Keicamatan Pinang meimiliki luias 21,590 

Km2 deingan juimlah peinduiduik 141.072 jiwa di 

tahuin 2016 yang teirseibar di 11 Keiluirahan, 75 

RW, dan 432 RT. Jeinis-jeinis peilayanan yang 

ada di Keicamatan Pinang pada bagian 

peilayanan uimuim yakni peimbuiatan KTP (Kartui 

Tanda Peinduiduik), peimbuiatan KK (Kartui 

Keiluiarga), dan peimbuiatan KIA (Kartui Ideintitas 

Anak). Peirangkat birokrasi yang ada barui dapat 

meimbeirikan peilayanan puiblik yang beirkuialitas 

apabila kineirjanya seilalui didasarkan pada nilai-

nilai eitika peilayanan puiblik. Kuialitas peilayanan 

puiblik yang baik teintui sangat beirgantuing oleih 

beibeirapa aspeik, yaitui : sisteim, keileimbagaan, 

suimbeir daya manuisia, dan keiuiangan. Dalam hal 

ini peimeirintah haruis beinar-beinar meimeinuihi 

keieimpat aspeik teirseibuit, kareina deingan beigitui, 

masyarakat akan ikuit beirpartisipasi dalam 

peinyeileinggaraan peilayanan puiblik. Seihingga 

akan teircipta suiatui sisteim yang baik seihingga 

keibeirlangsuingan jalanya peimeirintahan meilaluii 

keibijakan puiblik dapat beirjalan deingan baik 

puila. 

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) di 

lapangan, peneliti menemukan fenomena 

permasalahan yang terjadi di Kantor Kecamatan 

Pinang Kota Tangerang yang berkaitan dengan 

Patologi Birokrasi dalam kualitas pelayanan 

publik yaitu: Menurut responden, terdapat 

kurangnya pasokan blangko E-KTP di 

Kecamatan Pinang menyebabkan penundaan 

dan memperlambat proses penerbitan, sehingga 

memicu ketidakpuasan dalam kualitas 

pelayanan. Membuat masyarakat akan mencari 

jalan pintas untuk mempercepat proses E-KTP. 

Hal ini sudah menyimpang dan terjadinya 

patologi birokrasi. 

Atas dasar uiraian diatas, maka peineiliti 

teirtarik uintuik meingeitahuii bagaimana patologi 

birokrasi teirjadi dalam peilayanan puiblik yang 

dilakuikan oleih Keicamatan Pinang Kota 

Tangeirang, seirta bagaimana seibaiknya hal 

teirseibuit dapat diatasi. Seihingga peineiliti 

meinganggap peinting uintuik meingangkat 
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peirmasalahan ini kei dalam peineilitian deingan 

topik "Analisis Patologi  Birokrasi dalam 

Peilayanan Puiblik di kantor Keicamatan Pinang 

Kota Tangeirang".  

METODE PENELITIAN 
Peineilitian ini meingguinakan peindeikatan 

peineilitian kuialitatif deingan meitodei deiskriptif. 

Peineilitian deiskriptif meiruipakan suiatui 

peineilitian yang dilakuikan deingan cara 

meinguimpuilkan data beiruipa kata-kata, gambar, 

dan buikan angka-angka. Seilain itui seimuia yang 

dikuimpuilkan beirkeimuingkinan meinjadi kuinci 

teirhadap apa yang suidah diteiliti. Deingan 

deimikian, laporan peineilitian akan beirisi 

kuitipan-kuitipan data uintuik meimbeiri gambaran 

peinyajian laporan teirseibuit. Peinguimpuilan data 

dilakuikan meilaluii wawancara, catatan 

peingamatan lapangan, foto, videiotapei, stuidi 

dokuimeintasi, Peimilihan informan dilakuikan 

seicara puirposivei deingan informan kuinci adalah 

staff peilayanan uimuim Keicamatan Pinang dan 

juiga meilibatkan masyarakat yang meineirima 

peilayanan puiblik di Keicamatan Pinang. 

Peimilihan informan dilakuikan seicara puirposivei 

Peinguijian validitas dan reiliabilitas dilakuikan 

meilaluii meitodei trianguilasi suimbeir, yaitui 

deingan meinambah informan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Patologi birokrasi meiruijuik pada kondisi di 

mana birokrasi ataui sisteim administrasi puiblik 

yang seiharuisnya meimbantui dan meilayani 

masyarakat, juistrui meinjadi peinghambat dan 

meinyuilitkan dalam meimbeirikan peilayanan 

yang baik. Patologi birokrasi biasanya ditandai 

deingan adanya peirilakui birokrat yang tidak 

eifeiktif, tidak eifisiein, dan tidak transparan. 

Uintuik peimbahasan seibaiknya diguinakan 

teiori patologi birokrasi saja deingan 

meingideintifikasi buikti-buikti beiruipa informasi 

yang ada uintuik tiap jeinis patologi birokrasi. 

Red Tape 
Patologi birokrasi yang teiruis beirkeimbang 

meimiliki beibeirapa jeinis peircabangan yang 

salah satuinya yang meinjadi kajian administrasi 

neigara adalah Reidtapei. Reidtapei meiruipakan 

istilah yang meinuinjuikan pada peiratuiran 

beirleibihan ataui peineiratan pada atuiran reismi 

yang kakui seihingga dianggap meinguirangi 

produiktifitas dan meingakibatkan peinuindaan 

teirhadap peingambilan keipuituisan. Reidtapei 

biasanya keigiatan seipeirti meingisi dokuimein, 

meindapatkan liseinsi yang haruis meileiwati 

beibeirapa orang ataui komitei uintuik meindapatkan 

peirseituijuian dari keipuituisan yang 

meingakibatkan keigiatan pada seiseiorang 

meinjadi leibih lambat,suilit, ataui bahkan 

keiduianya. Hal ini biasanya meinuinjuik kei 

peimeirintah, peiruisahan, dan organisasi beisar 

lainnya. (Karia, 2021). 

Reidtapei peilayanan puiblik yang teiruis 

beirkeimbang tanpa kita sadari meinjadi seibuiah 

boomeirang yang tak kuinjuing teirseileisaikan 

diseibabkan banyaknya masyarakat keitika teilah 

beirhadapan deingan birokrasi puiblik yang 

teirlibat dalam peilayanan puiblik maka para 

warga Neigara seibagai peingguina jasa 

peimeirintah leibih seiring haruis meingalah kareina 

biar bagaimanapuin peilayanan yang dibeirikan 

pada meireika seibagai masyarakat biasa yang tak 

puinya daya apapuin haruis seiring meingalah 

karna pada prinsipnya meireikalah yang 

meimbuituihkan peilayanan teirseibuit.  

Mal Administrasi 
Mal administrasi meinuiruit Uindang-Uindang 

Nomor 37 Tahuin 2008 teintang Ombuidsman 

Reipuiblik Indoneisia diartikan seibagai “peirilakui 

ataui peirbuiatan meilawan huikuim, meilampauii 

weiweinang, meingguinakan weiweinang uintuik 

tuijuian lain dari yang meinjadi tuijuian weiweinang 

teirseibuit, teirmasuik keilalaian ataui peingabaian 

keiwajiban huikuim dalam peinyeileinggaraan 

peilayanan puiblik yang dilakuikan oleih 

Peinyeileinggara Neigara dan peimeirintahan yang 

meinimbuilkan keiruigian mateiriil dan/ataui 

immateiriil bagi masyarakat dan orang 

peirseiorangan”. 

Maladministrasi adalah peirilakui yang tidak 

patuih pada atuiran, eitika, dan prinsip keibijakan 

puiblik dalam tuigas peijabat ataui instituisi puiblik. 

Hal ini bisa meiruigikan masyarakat, meiruisak 

citra peimeirintah, dan meinuiruinkan kuialitas 

peilayanan puiblik. (Nuirsalim, 2021). 

Maladministrasi meimiliki beirbagai macam 

seipeirti peinyimpangan proseiduir, 

peinyalahguinaan weiweinang, teirmasuik keilalaian 

ataui peingabaian keiwajiban huikuim, tindakan 

diskriminatif, peirmintaan imbalan, dan lainnya. 

Seilain itui tindakan Maladministrasi bisa jadi 

juiga dilakuikan oleih BUiMN, BUiMD, BHMN 

mauipuin badan swasta ataui bahkan 

peirseiorangan. 

Keterlambatan Pelayanan (Delay) 
Peinuindaan Beirlaruit dalam proseis peimbeirian 

peilayanan puiblik keipada masyarakat, seiorang 

peijabat puiblik seicara beirkalikali meinuinda ataui 
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meinguiluir-uiluir waktui tanpa alasan yang jeilas 

seihingga proseis administrasi yang seidang 

dikeirjakan meinjadi tidak teipat waktui 

seibagaimana diteintuikan (seicara patuit). 

Tindakan seipeirti ini dapat meingakibatkan 

peilayanan puiblik yang dibeirikan meimiliki 

tingkat keitidakpastian yang tinggi. 

Menurut Hartono, dkk (2003) dalam Buikui 

Panduian Inveistigasi uintuik Ombuidsman 

Indoneisia meimbeirikan peingeirtian 

maladminsitrasi seicara uimuim adalah peirilakui 

yang tidak wajar (teirmasuik peinuindaan 

peimbeirian peilayanan), tidak sopan dan kuirang 

peiduili teirhadap masalah yang meinimpa 

seiseiorang diseibabkan oleih peirbuiatan 

peinyalahguinaan keikuiasaan teirmasuik 

peingguinaan keikuiasaan seicara seimeina-meina 

ataui keikuiasaan yang diguinakan uintuik 

peirbuiatan yang tidak wajar, tidak adil, 

intimidatif ataui diskriminatif, dan tidak patuit 

didasarkan seiluiruihnya ataui seibagian atas 

keiteintuian uindang-uindang ataui fakta, tidak 

masuik akal, ataui tidak beirdasarkan tindakan 

uinreiasonablei, uinjuist, oppreissivei, impropeir, 

dan diskriminatif. 

Peineiliti meinanyakan teintang bagaimana 

keicamatan meingambil tindakan jika teirjadi 

keigagalan dalam peilayanan keipada 

masyarakat?. 

Sebagaimana    diungkapkan    oleh Ibu Elly 

selaku staff pelayanan  

“...Kalaui dalam keiteirlambatan, 

alhamduilillah pihak keicamatan beiluim 

peirnah dan seilalui beirtangguing jawab 

dalam tuigasnya masing-masing uintuik 

meilayani masyarakat” (Wawancara 8/5/23) 

Selanjutnya diungkapkan oleh S.B. Selaku 

masyarakat  

“...Kineirja peigawai disini baguis dan ceipat, 

tidak ada keindala. Saya meilakuikan 

peingajuian beirkas proseis sangat ceipat, saya 

saksinya di keicamatan ini" (Wawancara 

8/5/23) 

Kegagalan Mengambil Tindakan 
Eikluind & Wimeiliuis (2008) meinyatakan 

bahwa maladministrasi birokrasi akibat tidak 

jeilas sasaran yang ingin dicapai, tidak ada 

indikator dalam meinguikuir preistasi peilayanan, 

meilakuikan beibeirapa peikeirjaan seikaliguis tanpa 

beirpeigang keipada prinsip keiuitamaan dan tidak 

meilakuikan eikspeirimein seibagai uisaha 

meimpeirbaiki kuialitas peilayanan dan tidak maui 

meininggalkan program yang sia-sia dan tidak 

meimbeiri manfaat keipada peigawai ataui 

masyarakat. Beirawal dari tindakan yang salah 

dan meiruigikan masyarakat ataui peingguina 

layanan puiblik, jika dibiarkan akan beirdampak 

pada keiruigian neigara. 

Peineiliti meinanyakan teintang bagaimana 

keicamatan meingambil tindakan jika teirjadi 

keigagalan dalam peilayanan keipada 

masyarakat? 

Sebagaimana    diungkapkan    oleh Ibu Elly 

selaku staff pelayanan  

"...Seipeirti tadi yang saya bilang kalo pihak 

kami suidah seimaksimal muingkin dalam 

meilayani masyarakat jadi insyaallah tidak 

ada keigagalan” (Wawancara 8/5/23) 

Tindakan yang Salah 
Seiorang peijabat puiblik meingguinakan 

weiweinangnya (hak dan keikuiasaan uintuik 

beirtindak) meileibihi apa yang seipatuitnya 

dilakuikan seihingga tindakan dimaksuid 

beirteintangan deingan keiteintuian yang beirlakui, 

meinjadikan peilayanan puiblik tidak dapat 

diteirima seicara baik oleih masyarakat. 

Tidak hanya peika teirhadap tindakan 

maladministrasi yang dilakuikan oleih oknuim 

peituigas peilayanan puiblik, teitapi masyarakat 

juiga haruis meinghindari tindakan teirseibuit agar 

tidak meinjadi salah satui peilakui 

maladministrasi. Deingan beigitui, peilayanan 

puiblik akan beirjalan deingan prima dan 

masyarakat dapat meineirima peilayanan seisuiai 

standar yang teilah diteitapkan. 

Peineiliti meinanyakan teintang bagaimana 

tindakan yang diambil oleih keicamatan uintuik 

meinceigah teirjadinya tindakan yang salah dalam 

peilayanan keipada masyarakat? 

Sebagaimana    diungkapkan    oleh Ibu Elly 

selaku staff pelayanan  

“...Uintuik meinceigah nya itui kami seilalui 

meilakuikan eivaluiasi builanan agar kineirja 

staff meinjadi leibih baik" (Wawancara 

8/5/23) 

Memberikan Informasi yang Menyesatkan 
Informasi adalah keiteirangan, peirnyataan, 

gagasan, dan tanda-tanda yang meinganduing 

nilai, makna, dan peisan, baik data, fakta 

mauipuin peinjeilasannya yang dapat dilihat, 

dideingar, dan dibaca yang disajikan dalam 

beirbagai keimasan dan format seisuiai deingan 

peirkeimbangan teiknologi informasi dan 

komuinikasi seicara eileiktronik.  

Meimbeirikan informasi yang meinyeisatkan 

teirjadi keitika pihak beirweinang meimbeirikan 
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informasi yang tidak akuirat ataui tidak jeilas 

keipada masyarakat. Hal ini dapat meinimbuilkan 

keisalahpahaman ataui keitidakpastian bagi 

masyarakat dan dapat meiruigikan meireika seicara 

finansial ataui non-finansial. 

Seihingga para peigawai seiharuisnya 

meimbeirikan informasi deingan jeilas agar 

masyarakat dapat meimahami. Peineiliti 

meinanyakan teintang bagaimana keicamatan 

meingatasi masalah dalam meimbeirikan 

informasi yang meinyeisatkan keipada 

masyarakat dan meinceigah hal teirseibuit teirjadi di 

masa deipan? 

Sebagaimana    diungkapkan    oleh Ibu Elly 

selaku staff pelayanan  

“...Di keicamatan kami seilalui meimbeirikan 

informasi seicara leingkap dan teiliti agar 

masyarakat meimahami nya” (Wawancara 

8/5/23) 

Janji yang Tidak Ditepati 
Dalam agama Islam meingajarkan, bahwa 

keipada siapa puin janji itui dibeirikan-seilama 

tidak janji beirmaksiat maka haruis diteipati. 

Bahkan siapa yang tidak meineipati janji 

dikhawatirkan akan masuik golongan orang 

muinafik. Rasuiluillah saw. beirsabda,  

"...Ada eimpat sifat yang jika meileikat pada 

seiseiorang maka orang itui beinar-beinar 

muinafik, jika ada satui sifat yang meileikat 

(dari eimpat itui) maka dalam dirinya ada 

karakteir muinafik sampai ia meininggalkan 

sifat itui seimuia, (eimpat sifat itui adalah); jika 

dipeircaya beirkhianat, jika beirbicara duista, 

jika beirjanji meingingkari, dan jika beirdeibat 

beirkata keiji." (HR.Buikhari Muislim). 

Peintingnya meimbangauin peilayanan 

peimeirintahan yang beirtangguing jawab dalam 

dikarnakan masyarakat meimpuinyai hak uintuik 

meinapatkan peilayanan yang meingeideipankan 

eifeiktuiifitas peilayanan, eifisieinsi peilayanan, 

reisponsivitas peilayanan, keibeirlanjuitan 

peilayanan dan muiara dari seimuia itui adalah 

keibuituihan dan tuintuitan masyarakat akan 

keiseijahtaraan.  

Janji yang di teipati dalam peilayanan 

meiruipakan keiwajiban bagi aparatuir neigara. Hal 

ini beirarti bahwa seiseioranng beirkeiwajiban 

uintuik meilakuikan tuigas-tuigas teirteintui. Dapat 

juiga dikatakan bahwa dia seiharuisnya meingikuiti 

atuiran teirteintui, yang diseipakati ataui dibuiat oleih 

deiwan, atasan, ataui peiratuiran peiruidang- 

uidangan yang beirlakui. 

Peineiliti meinanyakan teintang bagaimana 

keicamatan meinjamin janji yang dibeirikan 

keipada masyarakat dapat dipeinuihi deingan teipat 

waktui? 

Sebagaimana    diungkapkan    oleh Ibu Elly 

selaku staff pelayanan  

“...Uintuik keiteipatan waktui kami seilalui 

beirtangguing jawab agar tidak teilat dalam 

meilayani masyarakat.” (Wawancara 

8/5/23) 

Pencatatan yang Tidak Memadai 
Peincatatan adalah bagian peinting dari 

manajeimein peilayanan puiblik. Seiring kali dalam 

peincatatan teirdapat beibeirapa keindala, hal ini 

dapat meingakibatkan teinggat waktui yang 

teirleiwatkan dan meimpeirpanjang jangka waktui 

peilayanan. 

Seihingga peincatatan haruis meinyiapkan dan 

meimeilihara keibuituihan ATK dalam meilayani 

masyarakat. Keibijakan dan proseiduir 

peinyimpanan dokuimein haruis meimeinuihi seimuia 

peirsyaratan huikuim dan peiratuiran. 

Peineiliti meinanyakan teintang apakah 

teirdapat keindala dalam proseis peincatatan di 

keicamatan pinang? 

Sebagaimana    diungkapkan    oleh Ibu Elly 

selaku staff pelayanan  

"...Yang barui-barui ini teirjadi cuiman 

masalah blangko dan sisteim jaringan 

(inteirneit) yang kadang-kadang beirmasalah, 

seileibihnya sih tidak ada yaa” (Wawancara 

8/5/23) 

Hubungan dan Konsultasi yang Tidak 

Memadai 
Huibuingan dan konsuiltasi yang tidak 

meimadai pada peilayanan puiblik di keicamatan 

meiruijuik pada kuirangnya inteiraksi dan dialog 

antara peimeirintah seibagai peinyeidia layanan 

puiblik dan masyarakat seibagai peineirima 

layanan. Hal ini dapat teirjadi kareina beirbagai 

faktor, seipeirti keitidaktahuian pihak peimeirintah 

puiblik teirhadap keibuituihan masyarakat, 

keitidakmampuian peimeirintah puiblik dalam 

meinyampaikan informasi deingan jeilas dan 

muidah dipahami, dan kuirangnya keimauian 

peimeirintah uintuik meimbeirikan peilayanan yang 

baik. (Puirwanti, 2021). 

Jika tidak teirjalin nya huibuingan yang baik 

dan konsuiltasi yang meimadai deingan 

masyarakat dapat meinimbuilkan dampak yang 

cuikuip seiriuis seipeirti; Meinuiruinnya keipeircayaan 

masyarakat teirhadap peimeirintah, meinyeibabkan 

keitidakpuiasan masyarakat teirhadap 
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peimeirintah, seirta dapat meinghambat proseis 

peingambilan keipuituisan yang baik.  

Oleih kareina itui, peinting bagi pihak 

peimeirintah puiblik uintuik meinjalin huibuingan 

dan konsuiltasi yang baik deingan masyarakat 

dalam meimbeirikan peilayanan puiblik. 

Keimuidian meilaluii peinyeidiaan saluiran 

komuinikasi yang muidah diakseis, meingadakan 

peirteimuian seicara ruitin deingan masyarakat, 

seirta meimpeirhatikan kritik dan saran dari 

masyarakat dalam proseis peingambilan 

keipuituisan. Deingan deimikian, huibuingan dan 

konsuiltasi yang baik antara peimeirintah puiblik 

dan masyarakat akan meiningkatkan kuialitas 

dan eifeiktivitas peilayanan puiblik seirta 

meimpeirkuiat keipeircayaan dan keipuiasan 

masyarakat teirhadap peilayanan puiblik yang 

dibeirikan. 

Peineiliti meinanyakan teintang bagaimana 

keicamatan pinang meinangani keiluihan ataui 

komplein masyarakat teirhadap peilayanan yang 

ada? 

Sebagaimana    diungkapkan    oleh Ibu Elly 

selaku staff pelayanan  

“...Uintuik meinangani komplein masyarakat, 

Keicamatan Pinang meinyeidiakan kotak 

saran, weibsitei dan meidia sosial uintuik 

meimbeirikan komeintar ataui meimbeirikan 

keiluihan teirkait peilayanan yang ada di 

Kantor Keicamatan Pinang dan seicara 

langsuing peigawai akan meinanggapi.” 

(Wawancara 8/5/23) 

Korupsi 
Koruipsi adalah peinyalahguinaan keikuiasaan 

ataui jabatan oleih pihak beirweinang uintuik 

meimpeirkaya diri seindiri ataui keilompok teirteintui 

seicara tidak sah, yang meiruigikan neigara dan 

masyarakat seirta meinghambat peimbanguinan 

eikonomi dan sosial. 

Koruipsi meiruipakan seibuiah masalah seiriuis 

yang teirjadi di banyak neigara, dan dapat 

meiruisak tata keilola peimeirintahan yang baik, 

meinghambat peimbanguinan eikonomi, seirta 

meinuiruinkan keipeircayaan masyarakat teirhadap 

leimbaga peimeirintah dan sisteim huikuim. 

(Suiprihatin, 2020). 

Peineiliti meinanyakan teintang apa tindakan 

yang dilakuikan oleih keicamatan dalam 

meinceigah tindakan puingli dalam peilayanan 

puiblik? Bagaimana keicamatan meingatasi dan 

meinindaklanjuiti kasuis puingli jika teirjadi di 

lingkuingan keicamatan ini? 

Sebagaimana    diungkapkan    oleh Ibu Elly 

selaku staff pelayanan  

“...Dari pihak Keicamatan Pinang tidak ada 

puingli, kalaui puin ada itui dari luiar 

Keicamatan Pinang ini seipeirti calo Ei-KTP 

dan KK" (Wawancara 8/5/23). 

PENUTUP 

Dalam kehidupan sehari-hari, layanan 

publik adalah jantung dari kesejahteraan 

masyarakat. Di kecamatan Pinang, upaya 

membangun sistem pelayanan yang responsif 

dan berintegritas menjadi fokus utama 

pemerintah. Janji-janji untuk memberikan 

layanan yang tepat waktu dan tanpa penundaan 

menjadi pijakan yang teguh. Namun, komitmen 

tersebut bukanlah satu-satunya kunci 

keberhasilan. 

Pencatatan yang rapi dan pengelolaan 

informasi yang efektif juga berperan penting 

dalam memastikan kualitas layanan. 

Menghadapi tantangan seperti kekurangan 

blangko dan masalah sistem jaringan, 

kecamatan Pinang perlu terus berupaya mencari 

solusi yang tepat guna. Komunikasi yang efektif 

juga menjadi fondasi utama dalam menangani 

keluhan dan permasalahan yang timbul. Dengan 

sarana komunikasi yang tersedia, masyarakat 

dapat dengan mudah menyampaikan keluhan 

atau saran, dan respons yang cepat dari 

pemerintah kecamatan menjadi kunci dalam 

membangun kepercayaan. 

Namun, tidak dapat diabaikan bahwa 

ancaman korupsi senantiasa mengintai. Korupsi 

bukan hanya mempengaruhi integritas 

pemerintah, tetapi juga menghambat 

pembangunan dan merugikan masyarakat 

secara langsung. Oleh karena itu, kecamatan 

Pinang perlu menjaga ketat pengawasan dan 

menegakkan hukum dengan tegas terhadap 

praktik-praktik korupsi, baik yang terjadi di 

lingkungan kecamatan maupun di luar sana. 

Dengan menjalankan strategi-strategi ini 

secara berkelanjutan dan terintegrasi, 

kecamatan Pinang akan mampu membangun 

sistem pelayanan publik yang berkualitas, 

responsif, dan berintegritas. Dengan demikian, 

tidak hanya kepuasan dan kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintahnya akan 

meningkat, tetapi juga akan membawa dampak 

positif yang besar bagi pembangunan dan 

kemajuan daerah secara keseluruhan. 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada 

penelitian ini, maka menunjukkan bahwa 

patologi birorasi merujuk pada kondisi di mana 

birokrasi atau sistem administrasi publik yang 

seharusnya membantu dan melayani 
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masyarakat, justru menjadi penghambat dan 

menyulitkan dalam memberikan pelayanan 

yang baik. Patologi birokrasi biasanya ditandai 

dengan adanya perilaku birokrat yang tidak 

efektif, tidak efisien, dan tidak transparan dalam 

melaksanakan tugas birokrasinya. 

Peneliti telah melakukan observasi di Kantor 

Kecamatan Pinang Kota Tangerang dan 

hasilnya dapat di katakan bahwa tidak terdapat 

patologi birokrasi dalam pelayanan publik yang 

dilakukan oleh Kantor Kecamatan Pinang Kota 

Tangerang, tetapi ada beberapa hambatan yang 

terjadi yaitu  masalah blangko dan sistem 

jaringan (internet) yang terkadang bermasalah. 

Adanya hambatan tersebut jika tidak diatasi 

akan mereduksi efektivitas dan efisiensi 

pelayanan. 

DAFTAR PUSTAKA  

Nuirjahji (2013). Meimahami 

Maladministrasi.Ombuidsman Reipuiblik 

Indoneisia 

Eirick S (2011) Peilayanan Puiblik Meilaluii 

Eileitronic Goveirmeint: Uipaya 

Meiminimalisir Prakteik Maladministrasi 

Dalam Meiningkatkan Puiblic Seirvis. Juirnal 

Sasi. Vol. 17(3) 

Fatkhuiri (2017) Koruipsi Dalam Birokrasi dan 

Strateigi Peinceigahannya. Juirnal Ilmiah 

Manajeimein Puiblik dan Keibijakan Sosial. 

Vol. 1 (2) 

Feibry, seitiawan, dkk (2021) Reidtapei Peilayanan 

Puiblik (Stuidi Kasuis Peilayanan Seirtifikat 

Tanah Di Kantor Badan Peirtanahan 

Nasional) Di Kabuipatein Einreikang.Vol 2 

(1) Uiniveirsitas Muihammadiyah Makassar 

Hamiruil. (2019) Patologi Birokrasi Dalam 

Peilayanan Peimeirintah (Stuidi pada Kantor 

Peirtanahan Kota Cimahi), 7(2), DOI: 

https://doi.org/10.31629/juian.v7i2.1439 

M. Indra Tristianto. (2018) Patologi Birokasi 

Dalam Peilayanan Puiblik (Stuidi Peilayanan 

Peimbuiatan Ei-Ktp Di Uinit Peilaksana 

Teiknis Dinas Keipeinduiduikan Dan 

Peincatatan Sipil Keicamatan Tapuing 

Tahuin 2016. JOM FISIP Vol. 5: Eidisi II 

Juili – Deiseimbeir 2018 

M. Yanto (2018). Kuialitas Peilayanan Puiblik Di 

Kantor Keicamatan Karanggeineing 

Kabuipatein Lamongan. Prodi Manajeimein, 

Fakuiltas Eikonomi, Uiniveirsitas Islam 

Lamongan. Vol. 3(2) 

Nuirsalim, M. (2021). Maladministrasi: Kajian 

Konseiptuial dan Implikasinya teirhadap 

Peilayanan Puiblik Juirnal Birokrasi Dan 

Peimeirintahan Lokal, 3(1), 25-33. 

Puirwanti, 1. (2021). Analisis Kineirja 

Peimeirintah Kabuipatein Banyuimas dalam 

Peingeilolaan Partisipasi Masyarakat pada 

Keibijakan Puiblik. Juirnal Ilmui 

Administrasi Puiblik, 10(1), 65-76. 

Rinawati, SyaeibA & Saleih. (2020). Patologi 

Birokrasi Dalam Peilayanan Administrasi 

Di Dinas Keipeinduiduikan Dan Catatan 

Sipil Kabuipatein Mamasa. JPCS 2(2), DOI: 

http://dx.doi.org/10.35329/jp.v2i2.1551 

Ruidiyansyah (2020). Patologi Birokrasi Dalam 

Peilayanan Puiblik Di Kantor Dinas 

Keipeinduiduikan Dan Peincatatan Sipil 

Kabuipatein Biak Nuimfor, “Geima Kampuis” 

IISIP YAPIS Biak Eidisi, 15(1) 

Sadui Wasistiono, Optimalisasi Peiran dan 

Fuingsi Camat Dalam Peiningkatan 

Peilayanan Puiblik, Bahan Peinataran 

Uintuik Diklat Aparatuir, (tanpa tahuin). 

Suiprihatin, Ei (2020). Analisis Peiran 

Peimeirintah dalam Meingatasi Tindak 

Pidana Koruipsi di Indoneisia. Juirnal Ilmui 

Administrasi Puiblik, 9(2), 191-201 

Khairuil R. Peilayanan Peimeirintahan Yang 

Beirtangguing Jawab. Ilmui Peimeirintahan. 

Uiniveirsitas Islam Riaui. (tanpa tahuin) 

Rahmawati & Dwihartanti. Kuialitas Peilayanan 

Puiblik Di Kantor Administrasi 

Keipeinduiduikan Dan Peincatatan Sipil 

Kabuipatein Wonososobo. Uiniveirsitas 

Neigeiri Yogyakarta. (tanpa tahuin) 

Sholeihah, N. L. H. & P. I. (2021). Geijala 

Patologi Birokrasi Peimeirintah Deisa Dan 

Peingaruihnya Teirhadap Keibeirhasilan 

Peingeilolaan Dana Deisa. Gorontalo 

Accouinting Jouirnal 4(2), 133–145. DOI: 

10.32662/gaj.v4i2.1593 

https://doi.org/10.31629/juan.v7i2.1439
http://dx.doi.org/10.35329/jp.v2i2.1551


Indah Agustin Pradana., dkk| Analisis Patologi Birokrasi dalam Kualitas Pelayanan Publik di 

Kantor Kecamatan Pinang Kota Tangerang 

35 | Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik |Volume 6 | Nomor 1 | Tahun 2024 | (Hal. 27-35) 

 

Weisleiy, K (2022) Rationalei and proceiss 

transpareincy do not reiduicei peirceiiveid reid 

tapei: eivideincei from a suirveiy eixpeirimeint. 

Articlei. Inteirnational Reivieiw of 

Administrativei Scieinceis 

Zainal (2021) Analisis Kuialitas Peilayanan 

Puiblik Dalam Peimbuiatan Kartui Tanda 

Peinduiduik Eileiktronik (Ei-Ktp) Di Dinas 

Keipeinduiduikan Dan Peincatatan Sipil Kota 

Teirnatei. STISIPOL P12. Vol. 3 (1) 

http://pnsolok.go.id/indeix.php/dokuimeintasi/27-

layanan-puiblik/27-deifinisi-dan-kateigori-

informasi#:~:teixt=Informasi%20adalah%

20keiteirangan%2C%20peirnyataan%2C%

20gagasan,informasi%20dan%20komuinik

asi%20seicara%20eileiktronik 

Ian D. (2021) Meingeinal Maladministrasi 

https://www.ombuidsman.go.id/artikeil/r/ar

tikeil--meingeinal-maladministrasi 

 

 

http://pnsolok.go.id/index.php/dokumentasi/27-layanan-publik/27-definisi-dan-kategori-informasi#:~:text=Informasi%20adalah%20keterangan%2C%20pernyataan%2C%20gagasan,informasi%20dan%20komunikasi%20secara%20elektronik
http://pnsolok.go.id/index.php/dokumentasi/27-layanan-publik/27-definisi-dan-kategori-informasi#:~:text=Informasi%20adalah%20keterangan%2C%20pernyataan%2C%20gagasan,informasi%20dan%20komunikasi%20secara%20elektronik
http://pnsolok.go.id/index.php/dokumentasi/27-layanan-publik/27-definisi-dan-kategori-informasi#:~:text=Informasi%20adalah%20keterangan%2C%20pernyataan%2C%20gagasan,informasi%20dan%20komunikasi%20secara%20elektronik
http://pnsolok.go.id/index.php/dokumentasi/27-layanan-publik/27-definisi-dan-kategori-informasi#:~:text=Informasi%20adalah%20keterangan%2C%20pernyataan%2C%20gagasan,informasi%20dan%20komunikasi%20secara%20elektronik
http://pnsolok.go.id/index.php/dokumentasi/27-layanan-publik/27-definisi-dan-kategori-informasi#:~:text=Informasi%20adalah%20keterangan%2C%20pernyataan%2C%20gagasan,informasi%20dan%20komunikasi%20secara%20elektronik
http://pnsolok.go.id/index.php/dokumentasi/27-layanan-publik/27-definisi-dan-kategori-informasi#:~:text=Informasi%20adalah%20keterangan%2C%20pernyataan%2C%20gagasan,informasi%20dan%20komunikasi%20secara%20elektronik
https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-maladministrasi
https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-maladministrasi

